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ABSTRAKSI

Nama : Yayang lzzati
NIM : 202010110311354
Judul : “PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI

HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”

Pembimbing | : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Pembimbing 11 - Dwi Ratna Indri Hapsari, S:H., M.H.

Penelitian ini membahas terkait perkawinan beda agama yang ditetapkan dan
dicatatkan di Indonesia yang mana hal ini disebabkan karena adanya multitafsir dari
perundang-undangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk membahas kepastian
hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach),
sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer,
sekunder, dan tersier, Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode
kualitatif yang berfokus pada penjelasan dan analisis data non-numerik yang
diperoleh dari studi pustaka. Hasil dari penelitian dan pembahasan yakni bahwa
perkawinan beda agama terjadi dan disahkan di Indonesia karena adanya faktor dan
latar belakang yang berbeda-beda serta adanya ketidakpastian hukum dimana UU
No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk
disahkannya perkawinan beda agama, namun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang menentang perkawinan beda agama sehingga hal ini
menimbulkan problematika multitafsir bagi legalitas perkawinan beda agama di
Indonesia itu sendiri, maka diterbitkanlah SEMA No. 02 Tahun 2023 untuk
mengimbau hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
beda agama dan menetapkan perkawinan berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, namun kedudukan SEMA sendiri tidak termasuk dalam
hierarki peraturan perundang-undangan dan hanya bersifat sebagai instruksi
(arahan) saja maka SEMA tidak memiliki kekuatan di mata hukum dan tidak
menimbulkan sanksi bagi hakim apabila tidak mengikuti instruksi pada SEMA.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Kepastian Hukum



ABSTRACT

Nama : Yayang lzzati
NIM : 202010110311354
Judul : “INTERFAITH MARRIAGE FROM THE

PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY IN
INDONESIAN POSITIVE LAW”

Pembimbing | : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Pembimbing 11 - Dwi Ratna Indri Hapsari, S:H., M.H.

This research discusses interfaith marriages that are established and recorded in
Indonesia, which occur due to multiple interpretations of existing legislation. The
study aims to address the legal certainty of interfaith marriages from- the
perspective of Indonesian positive law. This research employs normative legal
research methods with statue approach and conceptual approach. The legal
sources used in this research include primary, secondary, and tertiary sources. The
legal material analysis technique used is a qualitative method focusing on the
explanation and analysis of non-numeric data obtained from literature studies. The
results and discussion reveal that interfaith marriages occur and are legitimized in
Indonesia due to various factors and backgrounds, as well as legal uncertainty.
Law No. 23 of 2006 on Population Administration provides opportunities for the
legitimization of interfaith marriages, whereas Law No. 1 of 1974 on Marriage
opposes them. This situation leads to problems of multiple interpretations
regarding the legality of interfaith marriages in Indonesia. Consequently, SEMA
No. 02 of 2023 was issued, advising judges not to approve the registration of
interfaith marriages and to base marriage decisions on Law No. 1 of 1974 on
Marriage. However, SEMA itself is not included in the hierarchy of legislation and
only serves as an instruction (guidance), which means that SEMA does not hold
legal authority and does not impose sanctions on judges who do not follow its
instructions.

Keywords: Marriage, Interfaith Marriage, Legal Certainty
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